
BAB V 

 PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Pemikiran tentang pembangunan selalu berhadapan dengan persoalan 

mengenai prioritas antara pertumbuhan ekonomi atau kebebasan (demokrasi). 

Apakah kebebasan menjadi tuntutan yang akan dipenuhi setelah tercapainya 

pertumbuhan ekonomi? Kalau kebebasan diprioritaskan, sejauh mana peran 

kebebasan dalam pembangunan secara keseluruhan? 

Dalam perdebatan yang kontroversial tentang peranan nilai-nilai Asia pada 

akhir tahun 1980-an hingga pertengahan tahun 1990-an, para diktator 

pembangunan di Asia berpandangan bahwa tuntutan kebebasan atau demokrasi 

tidak relevan dalam pembangunan ekonomi. Para diktator tersebut meliputi Lee 

Kuan Yew (Singapura), Mahathir bin Mohamad (Malaysia), dan Soeharto 

(Indonesia), yang menegaskan bahwa tuntutan kebebasan dalam konteks Asia 

merupakan sesuatu yang kontraproduktif. Bagi mereka pembangunan ekonomi 

tidak dapat berjalan bersamaan dengan tuntutan demokrasi dan hak asasi manusia. 

Pertumbuhan demokrasi akan dengan sendirinya muncul jika pertumbuhan 

ekonomi mencapai tahapan yang memungkinkan terjaminnya kebutuhan dasar 

rakyat banyak. 

Bertentangan dengan itu, sosiolog Peter L. Berger memberi kritik tajam 

terhadap paradigma pertumbuhan sebagai sebuah mitos, sebab paradigma 

pertumbuhan beroperasi di atas ketidakpastian. Menurut Berger, kelemahan 

mendasar mitos pertumbuhan ekonomi dalam kapitalisme terletak dalam 

kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang menyetujui penderitaan pada waktu 

sekarang demi janji kemakmuran di masa depan. Berlawanan dengan pandangan 

para diktator, Amartya Sen, salah satu cendekiawan Asia berpandangan bahwa 
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perluasan kebebasan dalam pelbagai dimensi ekonomi, sosial, dan politik 

merupakan tujuan utama dan sekaligus sarana penting bagi pembangunan. 

Menurut Sen, ide demokrasi telah berakar dalam tradisi Asia, karena itu dia harus 

diterima sebagai nilai universal.  

Di Indonesia juga, cendekiawan seperti Soedjatmoko berpandangan tidak 

jauh berbeda dengan Amartya Sen. Menurut Soedjatmoko, dalam pembangunan, 

kebebasan menjadi faktor yang mutlak harus beriringan dalam mekanisme 

pembangunan. Tanpa kebebasan, berbagai ancaman akan mendera eksistensi 

manusia dari berbagai aspek. Dengan kata lain, menurut Soedjatmoko, upaya 

untuk menciptakan kebebasan adalah upaya untuk meniadakan berbagai ancaman 

yang menimbulkan penderitaan. Kebebasan memungkinkan terpenuhinya dan 

terlaksananya kebutuhan-kebutuhan dalam aspek lain. Dalam kebebasan, manusia 

memperoleh keleluasaan untuk berekspresi dan menunjang berbagai kebutuhan 

hidupnya dalam ruang yang dipercayakan. Kebebasan berkaitan dengan nilai 

luhur martabat manusia. 

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya mengenai pemikiran Soedjatmoko, penulis sampai pada kesimpulan 

berikut. Pertama, pembangunan merupakan usaha revitalisasi struktural dan 

materi maupun kehidupan batiniah manusia yang dalam implementasinya tetap 

mengutamakan prioritas akan hak-hak, kebutuhan, dan pertumbuhan manusia 

yang terealisasi dalam penghormatan akan martabat manusia menuju sebuah 

kebebasan. Usaha pembangunan merupakan upaya memperbaiki berbagai 

ketimpangan dalam masyarakat yang menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat 

pada umumnya dan setiap individu khususnya. Ketimpangan ini bukan hanya 

pada tataran materi dan struktur, melainkan mencakup aspek batiniah manusia. 

Dengan demikian pembangunan menjadi upaya revitalisasi yang menyeluruh 

dalam setiap aspek kehidupan manusia.  Aspek-aspek yang mendera kehidupan 

fisik maupun aspek yang mendera kehidupan batin manusia harus dihilangkan 

karena akan mengancam langsung manusia itu sendiri. 

Kedua, dalam tujuan realisasinya, pembangunan harus pertama dan utama 

menyasar kepada orang-orang miskin, orang-orang pinggiran yang lebih rentan 

dan lebih urgen membutuhkan pembaharuan struktural maupun dalam materi 
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yang berupa penghampiran kebutuhan pokok dalam pemenuhan kebutuhan dasar 

mereka atau Bottom – Up Approach. Orang-orang kecil harus menjadi tolok ukur 

dari suksesnya sebuah pembangunan. Orang-orang kecil dan pinggiran adalah 

faktum yang menunjukkan bahwa pembangunan diciptakan terutama bagi mereka 

yang kecil karena terdesak akan kebutuhan pokok. Orang-orang kecil menjadi 

kaum yang lebih membutuhkan dalam skala prioritas pembangunan. Realisasi 

berbagai program dan kebijakan dari pembangunan harus pertama dan utama 

tertuju kepada kaum yang paling membutuhkan di samping mencapai sebuah 

proses pemerataan akan sumber daya dan pelayanan sosial, juga untuk 

menghindari adanya korban-korban manusia yang menderita. Sebuah aspek 

kemakmuran harus menyasar kepada kolektivitas masyarakat, sebelum 

tercapainya sebuah kesejahteraan bersama. 

Ketiga, pembangunan menuju kebebasan adalah pembangunan yang 

diperjuangkan terus menerus, yang berjalan beriringan dengan perubahan 

kehidupan dan peradaban masyarakat tetapi tetap mengutamakan kebebasan 

masyarakat. Mekanisme pembangunan yang berjalan harus seiring dengan 

terpautnya kebebasan manusia dalam setiap pelaksanaannya. Berbagai perubahan 

situasi dan kondisi dalam masyarakat dalam proses pembangunan, tetap 

memperhatikan aspek kemanusiaan. Kebebasan manusia mesti berjalan seiring 

dengan proses pembangunan. Selain harus adaptif dalam berbagai prosesnya 

berhadapan dengan perubahan, pembangunan harus memperhatikan dan 

menyesuaikan dengan seluruh aspek yang menyangkut kebebasan manusia. Pada 

saat proses yang dinamis ini berjalan, usaha untuk mempertahankan kebebasan 

menjadi prioritas yang terus berlangsung. 

Keempat, pembangunan menuju sebuah kebebasan membutuhkan 

intervensi secara komprehensif dari seluruh masyarakat, terutama untuk 

membangkitkan kesadaran akan situasi mereka agar dapat lebih produktif dalam 

usaha-usaha pembangunan. Terutama juga bagi kaum-kaum terpinggirkan yang 

harus disadarkan untuk bangkit dari keterpurukan yang mengungkung untuk 

mencapai kesejahteraan menuju kebebasan. Pembangunan menyeluruh dalam 

berbagai bidang kehidupan manusia merupakan upaya dan usaha yang kompleks. 

Kekompleksan ini menuntut intervensi dari seluruh elemen masyarakat untuk 
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terlibat langsung dalam pembangunan. Bagi masyarakat kecil, keterlibatan ini 

sekaligus menjadi momen penyampaian aspirasi-aspirasi untuk kepentingan 

berjalannya sebuah proses demokrasi yang nyata. Dengan demikian, keterlibatan 

masyarakat-masyarakat kecil ini menunjukkan tercapainya sebuah tujuan dari 

pembangunan yang komprehensif.  

Bertolak dari berbagai pemikiran Soedjatmoko ini maka, disimpulkan 

bahwa pembangunan adalah proses peniadaan berbagai ancaman yang 

menimbulkan berbagai ketidakbebasan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. 

Pembangunan harus bertitik tolak terhadap kehidupan individu atau pun pribadi 

manusia untuk terhindar dari segala macam hal yang mengancam kebebasan dan 

otonomi manusia. Ancaman-ancaman itu berasal dari berbagai aspek kehidupan 

manusia. Terdapat beberapa ancaman terhadap kebebasan dan otonomi manusia.  

Pertama, Kapitalisme sebagai model pembangunan ekonomi era Orde 

Baru. Kondisi ketidakbebasan hadir pada masa Orde Baru dalam praktik 

pembangunan ekonomi yang melahirkan berbagai situasi ketidakbebasan. Banyak 

sekali yang menderita akibat langgengnya praktik kapitalis dalam masa Orde 

Baru. Orientasi terhadap pertumbuhan ekonomi menimbulkan berbagai 

ketidakadilan bahkan terdapat banyak biaya manusiawi yang dikorbankan. 

Dengan adanya sebuah mitos pertumbuhan, masyarakat berekspektasi memiliki 

masa depan yang menjanjikan, setidaknya yang miskin menjadi lebih kaya. 

Namun, politik pembangunan dengan orientasi pada pertumbuhan ekonomi ini, 

dalam realitasnya tidak menyebabkan kesejahteraan dan pemerataan dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia. Malah akibatnya, jurang antara masyarakat 

miskin dan masyarakat kaya menjadi sangat lebar. Pertumbuhan ekonomi yang 

terjadi pada Orde Baru atau dalam proses pembangunan rezim Soeharto, 

didasarkan pada perembesan perekonomian modal asing. 

Kedua, praktik politik otoritarianisme masa Orde Baru. Terdapat beberapa 

kebijakan Soeharto yang menunjukkan sebuah otoritarianisme dan pengabaian 

terhadap demokrasi, yakni pembungkaman hak-hak politik sipil dan hak 

berdemokrasi masyarakat serta adanya kebijakan yang didukung oleh kekuatan 

militer yang bertendensi melahirkan tindakan kekerasan. Selain itu, rezim Orde 

Baru juga menimbulkan berbagai penyelewengan dalam praktik politik yang 
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dibuatnya. Berbagai macam tindakan yang tidak manusiawi dibiarkan terjadi 

sehingga banyak korban nyawa berjatuhan.  

Ketiga, agama dalam pembangunan. Kehadiran agama memberikan corak 

tersendiri bagi kebebasan dalam kehidupan masyarakat universal. Ketidakbebasan 

hadir dalam kehidupan masyarakat saat agama menampilkan berbagai hal yang 

mengancam otonomi manusia dari berbagai sisi kehidupan. Dalam setiap 

perkembangannya agama, pada satu sisi menghadirkan ketidakbebasan, tetapi di 

sisi lain menentang ketidakbebasan. Ketidakbebasan dalam agama terjadi ketika 

timbulnya berbagai gerakan fundamentalisme agama dan aliansi-aliansi teroris 

yang tersebar.   

Keempat, pembangunan: antara tradisi dan modernitas. Dalam kebudayaan 

tradisional, kebanyakan manusia merasa tertekan dan terpaksa menjalani situasi 

yang menuntut dengan berbagai sanksi yang telah diwariskan. Kebudayaan 

tradisional dalam realitas seperti ini menghadirkan ketidakbebasan bagi 

masyarakat karena berbagai norma dan aturan yang mengekang kebebasan serta 

biaya kehidupan yang ditanggung dalam kesepakatan di suatu budaya dalam 

berbagai ritus dan sebagainya yang terkadang berat. Tradisi menjadi ancaman 

karena berbagai hubungan dengan keterikatan terhadap bentuk-bentuk kesetiaan 

yang lama, dapat menghalangi perkembangan atau pertumbuhan otonomi. Selain 

itu pula, budaya tradisional ini dapat digunakan oleh para elite untuk melegitimasi 

otoritas berkedok kuasa untuk pelayanan sebagai pemimpin.  

Sebagai upaya solutif dalam merespons berbagai ancaman ini, terdapat 

beberapa alternatif yang ditawarkan berdasarkan pemikiran Soedjatmoko. 

Pertama, pendekatan negatif terhadap pembangunan sebagai kebebasan manusia, 

menjadi pembangunan sebagai peniadaan ketidakbebasan manusia. Dengan 

pendekatan negatif seperti ini, pembangunan akan terlihat lebih konkret sebagai 

sebuah aksi yang langsung menyentuh realitas kehidupan masyarakat. 

Ketidakbebasan ini kemudian diterjemahkan sebagai berbagai penderitaan yang 

mengganggu seluruh aspek kehidupan manusia. Pembangunan akan dilihat 

sebagai aksi untuk meniadakan berbagai penderitaan yang dialami oleh manusia. 

Dengan demikian aksi konkret lebih mudah untuk diwujudkan oleh seluruh 

manusia. 
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Kedua, humanitarianisme sebagai aksi solidaritas global. Sebagai 

konsekuensi pembangunan sangat menekankan sisi kemanusiaan, maka, sebuah 

paradigma kemanusiaan harus ditawarkan dalam konsep pembangunan agar nilai-

nilai kemanusiaan menjadi nilai yang dijunjung tinggi dalam pembangunan yang 

berlangsung. Humanitarianisme menjadi alternatif yang membawa manusia 

kepada sebuah paradigma global yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Seperti 

yang telah dibahas sebelumnya, bahwa kemanusiaan adalah agama universal. 

Kemanusiaan dapat mempersatukan semua manusia dari berbagai latar belakang 

secara global. Dengan demikian, gerakan solidaritas dalam rangka upaya 

memperjuangkan pembangunan dapat berlangsung dalam rasa nilai kemanusiaan. 

Ketiga, ciri khas etika politik pembangunan sebagai peniadaan 

ketidakbebasan. Terdapat beberapa ciri etika pembangunan sebagai peniadaan 

ketidakbebasan. Pertama, manusia harus menjadi titik pangkal dan tujuan dari 

segala kebijakan pembangunan. Perumusan kebijakan dilakukan agar dapat 

dijalankan oleh masyarakat. Dengan demikian, kebijakan tidak boleh mengurangi 

kebebasan manusia atau menghadirkan penderitaan. Kebijakan diambil harus 

berdasarkan aspek-aspek manusiawi yang harus dihormati dan dijunjung tinggi 

serta tujuannya harus meniadakan ketidakbebasan, atau setidak-tidaknya perlahan 

secara konstan dan konsisten menanggulangi ketidakbebasan yang telah lama 

berakar dalam masyarakat. Kedua, pembangunan dari bawah atau bottom-up 

approach. Pembangunan mensyaratkan sebuah sasaran yang tepat dalam 

perencanaan dan dalam upaya bantuan. Pembangunan dari bawah yang berarti 

pembangunan situasi orang-orang kecil yang minim akan pelayanan sosial dan 

juga sumber daya. Berbagai bantuan dan rencana pembangunan yang mulai dari 

bawah akan memberikan gambaran mengenai keberhasilan pembangunan karena 

langsung menyentuh bagian paling terbawah dari masyarakat sendiri. Ketiga, 

model pembangunan harusnya memprioritaskan orang-orang yang paling 

menderita sebagai bentuk aksi solidaritas (Option for the Poor). Hal mengenai 

kebutuhan yang paling mendesak adalah perhatian untuk orang-orang yang paling 

membutuhkan pemenuhan hidup mereka. Akan dikatakan sebagai sebuah 

ketidakadilan apabila pembangunan hanya menyasar kepada orang-orang tertentu 

yang sesungguhnya sudah secara otonom dapat memenuhi kebutuhannya. Orang-
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orang paling menderita ini adalah orang-orang yang hak-haknya tidak terpenuhi 

dalam standar kebutuhan. 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Pemerintah 

Pembangunan merupakan ikhtiar politik yang tidak terlepas dari sebuah 

otoritas yang memimpin jalannya dan haluan dari pembangunan itu. Sebagai 

sebuah aksi yang terikat dengan politik pula, pembangunan selalu berjalan atas 

kebijakan dan putusan yang berdasar pada sebuah situasi dan kondisi serta juga 

bertolak dari berbagai konsensus yang terjadi secara bersama. Dalam hal ini, 

pemegang otoritas yakni pemerintah yang menjadi penentu arah kebijakan 

pembangunan. Berbagai pengabdian dan keputusan serta tindakan dari pemerintah 

adalah sebuah bentuk kepercayaan dari rakyat massal. Oleh karena itu kebijakan 

dan keputusan untuk pembangunan harus terbuka dan dibuat berdasarkan asas 

kerakyatan. Tidak ada ketimpangan untuk pelintirkan kebijakan ke arah 

penyimpangan.  

Dalam pandangan Soedjatmoko, pemerintah atau pejabat yang disebutnya 

sebagai kaum elite harus membangun kedekatan atau kesetiakawanan dengan 

masyarakat. Aspirasi-aspirasi masyarakat baik yang terlihat dari situasi dan 

kondisi yang ada maupun yang diserukan langsung harus menjadi referensi dalam 

mengambil kebijakan. Kedekatan pemerintah dalam bentuk aksi mengutamakan 

orang-orang kecil serta orang miskin mesti menjadi sebuah kesadaran untuk 

semakin mengabdi kepada publik yang dilayani. Selain itu, pendekatan 

pembangunan yang selalu berasal dari bawah, harus mendulang aspirasi-aspirasi 

rakyat sebagai praktik demokrasi yang sungguh merakyat. 

5.2.2 Bagi Masyarakat 

Keterlibatan dalam pembangunan menjadi aksi yang mutlak bagi 

masyarakat, dalam arti pemahaman tentang pembangunan harus komprehensif 

dan benar-benar intensif harus dimiliki masyarakat. Masyarakat sendiri harus tahu 

kalau mereka merupakan pangkal dan tujuan dari pembangunan. Oleh karena itu 

dalam berbagai kesempatan untuk dapat beraspirasi, masyarakat hendaknya berani 

masuk dalam ruang penyelewengan dari pembangunan yang terjadi dan dalam 
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rasa kebersamaan menyampaikan berbagai aspirasi. Pembangunan harus 

membawa berkat bagi masyarakat. Berbagai ancaman akan ketidakbebasan dalam 

pembangunan menjadi persoalan pembangunan yang harus segera diselesaikan 

karena berkaitan dengan manusia itu sendiri. Aliansi masyarakat merupakan 

kekuatan pembangunan. 

Pembangunan niscaya melibatkan banyak kaum dari berbagai kalangan. 

Dengan demikian, pembangunan harus memperhatikan hak dan keselamatan dari 

masyarakat sebagai tujuan dan juga yang terlibat langsung di dalamnya. 

Kemanusiaan menjadi sebuah tujuan dari berbagai aksi pembangunan. 

Masyarakat harus menjadi agen yang aktif memperjuangkan kemanusiaan, 

terlepas dari keaktifan dalam aksi pembangunan menuju kesejahteraan. 
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